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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) tingkat kesadaran hukum masyarakat Kecamatan 
Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto dalam realisasi pendaftaran hak atas tanah (2) kendala yang 
dihadapi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mojokerto dalam pelaksanaan Proyek Operasi 
Nasional Agraria (PRONA) tahun 2010 di Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto (3) upaya 
yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mojokerto untuk meningkatkan kesadaran 
hukum masyarakat terhadap pentingnya pendaftaran hak atas tanah. Penelitian ini merupakan penelitian 
yang menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Dawarblandong, 
Kabupaten Mojokerto dalam realisasi pendaftaran hak atas tanah melalui PRONA yaitu masyarakat 
peserta PRONA masuk kategori tinggi dengan pengetahuan hukum cukup, pemahaman hukum tinggi, 
sikap hukum tinggi, dan perilaku hukum cukup sementara masyarakat bukan peserta PRONA masuk 
kategori cukup dengan pengetahuan hukum cukup, pemahaman hukum cukup, sikap hukum cukup, 
perilaku hukum cukup. Kendala-kendala yang dihadapi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten 
Mojokerto dalam pelaksanaan PRONA tahun 2010 di Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto 
adalah berkaitan dengan masalah penguasaan tanah, persyaratan yuridis formal, biaya, dan perolehan 
tanah. Upaya yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mojokerto adalah melakukan 
penyuluhan kepada masyarakat serta petugas BPN yang saat ini aktif menjemput bola dengan mendatangi 
masyarakat secara langsung. 
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Abstract 
This  study  aims  to  describe  how (1) the legal awareness Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto in 
the realization of registration of land  (2) the obstacles faced by Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten 
Mojokerto in the implementation of PRONA in 2010 at Kecamatan Dawarblandong (3) the efforts made by 
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mojokerto to increase awareness of society law Kecamatan 
Dawarblandong toward the importance of registration land rights. This study is a research approach that 
combines quantitative and qualitative descriptive research. The results showed that the level of legal awareness 
Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto in the realization of registration of land rights through 
PRONA that is the society participants PRONA categorized as high with high law awarness, high law 
acquaintance, high law attitude, and has been actualized into a pattern of behavior the society are not participants 
PRONA categorized as enough with high law awarness, high law acquaintance, high law attitude but not yet 
actualized in patterns of behavior. Constraints have been faced by Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten 
Mojokerto in the implementation of PRONA in 2010 at Kecamatan Dawarblandong is problem of land 
ownership, formal juridicialo requirements, cost, and acquisition of land. Efforts made by Badan Pertanahan 
Nasional (BPN) Kabupaten Mojokerto to increase society awareness of the importance registration land rights is 
give information to society about registration of the land specialy about PRONA and officers BPN active pick up 
the ball by visiting people directly. 
Keywords: Legal awareness, Society, Prona 
 
PENDAHULUAN 
Indonesia merupakan negara kepulauan yang 
memiliki sumber daya alam yang melimpah. Sepertiga 
dari sumber daya alam yang dimiliki Indonesia berasal 
dari lautan dan sisanya berasal dari daratan (tanah). 
Kedua sumber daya alam itu memiliki peranan yang 
sangat besar dalam semua aspek kehidupan manusia, baik 
fisik maupun non fisik. Adapun berbagai aspek yang 
tidak lepas dari peranan kedua sumber daya alam tersebut 
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antara lain aspek politik, sosial, ekonomi, pertahanan, 
keamanan, pembangunan, dan lain-lain. Oleh karena itu, 
sebagai warga negara Indonesia harus merasa ikut 
memiliki, menjaga serta memanfaatkan sumber daya 
alam terutama yang berasal dari tanah semaksimal 
mungkin dan sebaik mungkin. 
Menurut G. Kartasapoetra (1985: 1) tanah berperan 
penting bagi kehidupan manusia ialah karena kehidupan 
manusia itu tidak dapat dipisahkan dari tanah. Mereka 
hidup di atas tanah dan memperoleh bahan pangan 
dengan mendayagunakan tanah. Sejarah perkembangan 
dan kehancuran manusia ditentukan pula oleh tanah. 
Masalah tanah dapat menimbulkan persengketaan dan 
peperangan yang dahsyat karena manusia-manusia atau 
suatu bangsa ingin menguasai tanah orang atau bangsa 
lain karena sumber-sumber alam yang terkandung di 
dalamnya. 
Bumi, air, dan ruang angkasa demikian pula kekayaan 
alam yang terkandung di dalam tanah merupakan karunia 
dari Tuhan Yang Maha Esa. Tanah mempunyai peranan 
yang besar dalam dinamika pembangunan, maka secara 
konstitusional didalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 
33 ayat (3) disebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan 
alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara 
dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi 
kemakmuran rakyat. 
Mengingat pentingnya kedudukan dan fungsi tanah 
tersebut, maka dalam rangka mewujudkan cita-cita yang 
terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) dan demi terciptanya 
kepastian hukum hak atas tanah bagi rakyat Indonesia, 
maka pada tanggal 24 September 1960 pemerintah telah 
mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang 
dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104. 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043 yang 
selanjutnya disebut dengan UUPA. 
Pasal 2 ayat (1) UUPA menyebutkan bahwa bumi, air, 
dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang 
terkandung di dalamnya pada tingkat tertinggi dikuasai 
oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.  
Dengan demikian, Negara tidak perlu memiliki tetapi 
hanya cukup dengan menguasai. Hak menguasai yang 
dimiliki Negara memberikan wewenang kepada Negara 
sesuai dengan pasal 2 ayat (2) UUPA yakni untuk 
melakukan hal-hal sebagai berikut: (a) mengatur dan 
menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan 
dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut; 
(b) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan 
hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan  ruang 
angkasa, (c) menentukan dan mengatur hubungan-
hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-
perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang 
angkasa. 
 
Berlakunya UUPA tersebut telah memberikan 
perubahan yang sangat mendasar bagi hukum agrarian di 
Indonesia, terutama di bidang hukum pertanahan. Tujuan 
dikeluarkannya UUPA pada hakikatnya adalah: (1) 
meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria 
nasional yang merupakan alat untuk membawa 
kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan 
rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka mewujudkan 
masyarakat adil dan makmur. (2) meletakkan dasar-dasar 
untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam 
hukum pertanahan. (3) meletakkan dasar-dasar untuk 
memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas 
tanah bagi rakyat seluruhnya. 
Sehubungan dengan hal di atas, salah satu masalah 
yang menarik dalam pengaturan hukum di bidang agraria 
adalah masalah pendaftaran tanah. Ketentuan pasal 19 
ayat (1) UUPA telah memerintahkan diselenggarakannya 
pendaftaran tanah guna menjamin kepastian hukum. 
Bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut: 
“Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah 
diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah 
Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan 
yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”. 
Sebagai realisasi dalam rangka pelaksanaan 
pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia, 
pemerintah telah mengeluarkan suatu peraturan sebagai 
petunjuk pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah 
Nomor 10 Tahun 1961. Namun, dalam perkembangannya 
peraturan pemerintah tersebut sudah tidak sesuai lagi 
dengan kebutuhan dan perkembangan zaman yang ada 
saat ini. Oleh karena itu, pemerintah kemudian 
menyempurnakannya dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, 
tercantum dalam pasal 1 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997, 
sebagai berikut : 
“Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang 
dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, 
berkesinambungan dan teratur, meliputi 
pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan 
penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data 
yuridis, dalam bentuk peta dan daftar mengenai 
bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, 
termasuk pemberian surat tanda bukti hak dan 
kepemilikan atas satuan rumah susun serta hak-hak 
tertentu yang membebaninya”. 
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 
tentang Pendaftaran Tanah juga memuat tujuan dari 
pendaftaran tanah itu sendiri. Tujuan tersebut tercantum 
dalam pasal 3, antara lain: (a) untuk memberikan 
kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada 
pemegang hak atas suatu bidang tanah, suatu rumah 
susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah 
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dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang 
bersangkutan; (b) untuk menyediakan informasi kepada 
pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah 
agar dengan mudah dapat memperoleh data yang 
diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum 
mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah 
susun yang sudah terdaftar; (c) untuk terselenggaranya 
tertib administrasi pertanahan. 
Secara yuridis pendaftaran tanah telah dijamin di 
seluruh wilayah Republik Indonesia. Hal ini dapat 
diketahui dari pasal 19 UUPA yang menyatakan bahwa 
demi kepastian hukum tanah harus didaftarkan, dengan 
memperhatikan keadaan sosial ekonomis dan rakyat yang 
tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya 
pendaftaran. 
Meskipun pemerintah telah mengatur biaya 
pendaftaran tanah dengan ketentuan bahwa rakyat yang 
tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya 
tersebut, kenyataannya minat masyarakat untuk 
mendaftarkan tanahnya masih rendah. Ini diperkuat dari 
keterangan Sekretaris BPN RI Managam Manurung, SH, 
M.Kn yang menjelaskan bahwa jumlah tanah terdaftar di 
Indonesia sampai dengan tahun 2011 sebanyak 
37.665.606 bidang,  terdiri atas Hak Milik: 33.016.235 
bidang, Hak Guna Usaha: 6.727 bidang, Hak Guna 
Bangunan 3.858.749 bidang, Hak Pakai: 463.787 bidang, 
Hak Pengelolaan Lahan (HPL): 6.385 bidang, HM 
Sarusun: 229.643 bidang, dan Wakaf: 84.206 bidang. 
Sedangkan jumlah tanah belum terdaftar sebanyak 
73.481.284 bidang. (http://ahok.org/tentang-
ahok/dpr/laporan-kerja/komisi-ii-laporan-kerja/prona-
hgu-alih-fungsi-hutan-lindung-dan-tanah-terlantar/ 
diakses tanggal 26 maret 2013). 
Dalam Sudjito (1987: 6), Seminar Hukum 
Pertanahan pada tahun 1978 menyimpulkan bahwa 
faktor-faktor penyebab banyaknya penyimpangan dalam 
pelaksanaan hukum tanah, termasuk di dalamnya soal 
pelaksanaan pendaftaran tanah adalah: (1) belum 
diketahui dan dipahaminya isi peraturan-peraturan 
tersebut oleh yang bersangkutan, baik oleh sementara 
pihak pelaksana maupun para petani dan masyarakat pada 
umumnya; (2) kelemahan sebagian peraturan-peraturan 
itu sendiri memungkinkan pelaksanaan yang 
menyimpang dari tujuan dan jiwanya; (3) bahwa untuk 
memperoleh sertifikat diperlukan waktu lama, dan biaya 
yang relatif tinggi dan belum adanya sinkronisasi antar 
instansi pemerintah yang bersangkutan dengan 
pendaftaran tanah, serta adanya peraturan daerah yang 
menyimpang dari peraturan yang lebih tinggi. (Hasil 
seminar Hukum Pertanahan, Hukum dan Keadilan, 
Majalah Hukum Peradin, No. 1 tahun ke IV, Mei-Juni 
1978). 
Setelah diketahui ternyata masalah yang ada dalam 
pendaftaran tanah itu sangat kompleks. Maka untuk 
pemecahannya diperlukan upaya lain yang lebih terpadu 
dan bukan sekedar memperingan soal pembiayaan yang 
harus ditanggung oleh pemegang hak atas tanah saja. 
Upaya terpadu itu harus sekaligus melibatkan kerjasama 
yang baik antara Pemerintah bersama rakyat, khususnya 
pemegang hak atas tanah. 
Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah telah 
yakin akan pilihan mengenai upaya terpadu itu, yakni 
mengambil jalan pintas yang dilaksanakan secara terpadu 
dan serempak diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia. 
Upaya itu berupa penyelenggaraan Proyek Operasi 
Nasional Agraria untuk selanjutnya disebut PRONA. 
Menurut Sudjito (1987: 7) yang dimaksud dengan 
PRONA adalah suatu kegiatan yang diselenggarakan oleh 
Pemerintah di bidang pendaftaran tanah pada khususnya, 
yang berupa pensertifikatan tanah secara massal dan 
penyelesaian sengketa-sengketa tanah yang sifatnya 
strategis. 
Menurut Herman Hermit (2004: 165) maksud dan 
tujuan PRONA dalam paket kebijakan lama maupun baru 
kurang lebih adalah sama, yaitu memberikan kepastian 
hukum bagi para pemegang hak atas tanah berupa 
sertifikat hak atas tanah, mengurangi 
kerawanan/kepekaan sosial di bidang pertanahan, 
mengadakan pelaksanaan landreform, dan menumbuhkan 
kesadaran hukum masyarakat dalam bidang pertanahan 
sebagai upaya partisipatif dalam Catur Tertib Pertanahan. 
Jadi dengan PRONA ini Pemerintah memberikan 
rangsangan kepada pemegang hak atas tanah agar mau 
mensertifikatkan tanahnya dan berusaha membantu 
menyelesaikan sebaik-baiknya sengketa-sengketa tanah 
yang sifatnya strategis, dengan jalan memberikan kepada 
mereka (pemegang hak atas tanah) berbagai fasilitas atau 
kemudahan. 
Sudjito (1987: 8) berpendapat dimana sesuai dengan 
harapan Pemerintah, PRONA ternyata benar-benar 
mendapatkan tanggapan positif dari segenap lapisan 
masyarakat, khususnya pemegang hak atas tanah. Mereka 
berbondong-bondong mendaftarkan diri sebagai peserta 
PRONA. Dalam kurun waktu yang relatif singkat telah 
berhasil diproses berjuta-juta sertifikat hak atas tanah dan 
dibagi-bagikan kepada pemegang hak atas tanah yang 
bersangkutan. 
Berhubung dengan tanggapan positif dari 
masyarakat, menurut Sudjito (1987: 8) maka untuk lebih 
meningkatkan lagi pelayanan kepada masyarakat dalam 
hal pensertifikatan tanah, PRONA tersebut kemudian 
ditingkatkan dan terus dilanjutkan. Jika pada mulanya 
PRONA ini hanya dikhususkan bagi golongan ekonomi 
lemah, maka dalam perkembangannya demi pemerataan 
PRONA juga diperuntukkan bagi golongan mampu, 
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badan hukum keagamaan, badan hukum sosial dan 
lembaga pendidikan. 
Salah satu kecamatan yang mendapatkan PRONA di 
kabupaten Mojokerto tahun 2010 adalah Kecamatan 
Dawarblandong. Kecamatan Dawarblandong merupakan 
kecamatan yang mayoritas penduduknya berprofesi 
sebagai petani dan buruh tani karena mayoritas tanahnya 
sebagai lahan pertanian. Tanah yang ada di kecamatan 
Dawarblandong juga sebagian besar belum terdaftar. Dari 
6065.33 Ha tanah yang ada di Kecamatan 
Dawarblandong, hanya sekitar 1750 Ha tanah yang sudah 
terdaftar atau sekitar 30% dari seluruh tanah yang ada. 
Menurut wawancara awal yang peneliti lakukan pada 
tanggal 11 Februari 2013 dengan Bapak Winarko selaku 
Sekretaris Kecamatan Dawarblandong, faktor utama yang 
menyebabkan rendahnya minat masyarakat 
Dawarblandong untuk mendaftarkan tanahnya selain 
karena biaya dan prosesnya yang lama adalah karena 
kurangnya kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya 
pendaftaran hak atas tanah guna mendapatkan kepastian 
hukum tentang kepemilikan hak atas tanahnya. 
Lokasi PRONA di Kecamatan Dawarblandong ada 
empat Desa, diantaranya Desa Dawarblandong, Desa 
Bangeran, Desa Gunungsari, dan Desa Brayublandong. 
Masing-masing Desa mendapatkan kuota sebanyak 500 
bidang tanah. Namun, keempat Desa tersebut tidak ada 
yang berhasil memenuhi kuota yang diberikan. Desa 
Gunungsari menjadi Desa yang tertinggi tingkat 
keberhasilannya, yakni sebanyak 330 bidang tanah yang 
berhasil terdaftar. Selanjutnya ada Desa Dawarblandong 
dengan tingkat keberhasilannya sebanyak 301 bidang 
tanah yang berhasil terdaftar. Kemudian Desa 
Brayublandong dengan tingkat keberhasilannya sebanyak 
300 bidang tanah yang berhasil terdaftar. Dan yang 
paling rendah tingkat keberhasilannya yakni Desa 
Bangeran dengan 200 bidang tanah yang berhasil 
terdaftar. 
Mengingat arti penting kepemilikan alat bukti hak 
atas tanah (sertifikat) dan akibat hukum dari pelaksanaan 
pendaftaran tanah, penulis tertarik untuk mengadakan 
penelitian tentang pelaksanaan PRONA oleh masyarakat 
Kecamatan Dawarblandong tahun 2010 dalam 
hubungannya dengan kesadaran hukum untuk 
penyusunan skripsi dengan judul : “TINGKAT 
KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM 
REALISASI PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH 
(Studi tentang Pelaksanaan PRONA tahun 2010 di 
Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto)”. 
 Sedangkan rumusan masalah dalam penelitian ini 
adalah: 1) Bagaimana tingkat kesadaran hukum 
masyarakat Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten 
Mojokerto dalam realisasi pendaftaran hak atas tanah? 2) 
Apa saja kendala yang dihadapi Badan Pertanahan 
Nasional (BPN) Kabupaten Mojokerto dalam 
pelaksanaan PRONA tahun 2010 di Kecamatan 
Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto? dan 3) 
Bagaimana upaya Badan Pertanahan Nasional (BPN) 
Kabupaten Mojokerto untuk meningkatkan kesadaran 
hukum masyarakat Kecamatan Dawarblandong terhadap 
pentingnya pendaftaran hak atas tanah? 
 Dalam ketentuan Pasal 1 PP No 24 Tahun 1997, yang 
dimaksud dengan Pendaftaran Tanah adalah rangkaian 
kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus 
menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi 
pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian 
serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam 
bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah 
dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian 
surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang 
sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun 
serta hak-hak tertentu yang membebaninya”. 
Pendaftaran tanah menurut ketentuan Pasal 19 ayat 2 
UUPA meliputi: (a) pengukuran, pemetaan dan 
pembukuan tanah; (b) pendaftaran hak-hak atas tanah dan 
peralihan hak-hak tersebut; (c) pemberian surat-surat 
tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian 
yang kuat. 
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ( 
UUPA ) dan peraturan pelaksanaannya, maka pemerintah 
telah membuat suatu kebijaksanaan untuk meningkatkan 
pelayanan di bidang pertanahan yaitu pemberian 
sertifikat secara massal melalui PRONA. Kebijaksanaan 
ini dimaksudkan agar setiap masyarakat golongan 
ekonomi lemah dengan memperhatikan aspek 
keberpihakan dapat memiliki sertifikat hak milik atas 
tanah dengan biaya yang lebih murah. Program ini 
diadakan dengan tujuan untuk memberikan jaminan 
kepastian hukum kepada para pemegang hak atas tanah. 
Tujuan pendaftaran tanah berdasarkan Undang-
Undang Pokok Agraria adalah untuk mendapatkan 
kepastian hukum bagi semua orang dan kepastian hak 
kepada setiap pemegang hak atas tanah. Adanya hukum 
tertulis maka pihak-pihak yang bersangkutan jika 
memerlukannya akan mudah mengetahui kaidah-kaidah 
hukumnya dan juga akan dengan mudah mengetahui 
wewenang-wewenang dan kewajiban-kewajiban 
berkenaan dengan tanah dan sumber-sumber alam 
lainnya yang dihaki atau yang akan dihaki. 
Tujuan diselenggarakannya pendaftaran tanah juga 
termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 
1997 Pasal 3, diantaranya: (a) untuk memberikan 
kepastian hukun dan perlindungan hukum kepada 
pemegang hak atas suatu bidang tanah, suatu rumah 
susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah 
dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang 
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bersangkutan; (b) untuk menyediakan informasi kepada 
pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah 
agar dengan mudah dapat memperoleh data yang 
diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum 
mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah 
susun yang sudah terdaftar; (c) untuk terselenggaranya 
tertib administrasi pertanahan. 
Berkaitan dengan tujuan pendaftaran tanah 
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 PP Nomor 24 
Tahun 1997 di atas, A.P. Parlindungan (1999: 2) dalam 
buku Hukum Agraria karangan Supriadi mengatakan 
bahwa : “(a) Dengan diterbitkannya sertifikat hak atas 
tanah maka kepada pemiliknya diberikan kepastian 
hukum dan perlindungan hukum; (b) Di zaman informasi 
ini maka Kantor Pertanahan sebagai kantor di garis depan 
haruslah memelihara dengan baik setiap informasi yang 
diperlukan untuk suatu bidang tanah, baik untuk 
pemerintah sendiri sehingga dapat merencanakan 
pembangunan Negara dan juga bagi masyarakat sendiri. 
Informasi itu penting untuk dapat memutuskan sesuatu 
yang diperlukan di mana terlibat tanah, yaitu data fisik 
dan yuridisnya, termasuk untuk satuan rumah susun, 
informasi tersebut bersifat terbuka untuk umum artinya 
dapat diberikan informasi apa saja yang diperlukan atas 
sebidang tanah/bangunan yang ada; (c) sehingga untuk 
itu perlulah tertib administrasi pertanahan dijadikan 
sesuatu hal yang wajar”. 
Berdasarkan PP No. 10 / 1961, sistem pendaftaran 
tanah yang dipergunakan di Indonesia adalah sistem 
pendaftaran hak (Registration of Titles), bukan sistem 
pendaftaran akta (Registration of Deeds). Hal tersebut 
dapat dilihat dalam buku tanah sebagai dokumen yang 
memuat data yuridis dan data fisik yang dihimpun dan 
disajikan serta diterbitkan sertifikat sebagai surat tanda 
bukti hak yang didaftar. 
Hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf dan hak 
milik atas satuan rumah susun didaftar dengan 
membukukannya dalam buku tanah yang memuat 
mengenai data yuridis dan data fisik bidang tanah yang 
bersangkutan dan sepanjang ada surat ukurnya dicatat 
pula pada surat ukur tersebut. 
Pasal 29 PP No. 24 / 1997 menentukan bahwa 
pembukuan dalam buku tanah serta pencatatannya pada 
surat ukur tersebut merupakan bukti bahwa hak yang 
bersangkutan beserta pemegang hak dan bidang tanah 
yang diuraikan dalam surat ukur, secara hukum telah 
didaftar. 
Selain itu, menurut ketentuan Pasal 31 PP No. 24 / 
1997 bahwa untuk kepentingan pemegang hak yang 
bersangkutan, diterbitkan sertifikat sesuai dengan data 
fisik yang ada dalam surat ukur dan data yuridis yang 
telah didaftar dalam buku tanah. 
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ( 
UUPA ) dan peraturan pelaksanaannya, maka pemerintah 
telah membuat suatu kebijaksanaan untuk meningkatkan 
pelayanan di bidang pertanahan yaitu pemberian 
sertifikat secara massal melalui PRONA. Kebijaksanaan 
ini dimaksudkan agar setiap masyarakat golongan 
ekonomi lemah dengan memperhatikan aspek 
keberpihakan dapat memiliki sertifikat hak milik atas 
tanah dengan biaya yang lebih murah. Program ini 
diadakan dengan tujuan untuk memberikan jaminan 
kepastian hukum kepada para pemegang hak atas tanah. 
Menurut A.P. Parlindungan (1990: 38), pengertian 
PRONA adalah: 
“Semua kegiatan yang diselenggarakan oleh 
pemerintah di bidang pertanahan dengan suatu subsidi 
di bidang pendaftaran tanah pada khususnya, yang 
berupa pensertifikatan tanah secara massal dalam 
rangka membantu masyarakat golongan ekonomi 
lemah”. 
Sudjito (1987: 7) menyatakan bahwa pengertian 
PRONA adalah: 
“Suatu kegiatan yang diselenggarakan oleh 
Pemerintah di bidang pertanahan pada umumnya dan 
di bidang pendaftaran tanah pada khususnya, yang 
berupa pensertifikatan tanah secara massal dan 
penyelesaian sengketa-sengketa tanah yang sifatnya 
strategis”. 
Pelaksanaan PRONA ini, merupakan usaha dari 
pemerintah untuk memberikan rangsangan dan partisipasi 
kepada pemegang hak atas tanah agar mau melakukan 
sertifikat atas tanahnya dan berusaha membantu 
menyelesaikan sengketa-sengketa tanah yang bersifat 
strategis dengan jalan memberikan kepada masyarakat 
tersebut fasilitasi dan kemudahan, serta pemberdayaan 
organisasi dan SDM. 
Untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan 
yang lebih luas, Kantor Pertanahan memberi penyuluhan 
kepada masyarakat mengenai pemeliharaan tanah serta 
perawatannya untuk menjaga keseimbangan tanah. 
Adapun dasar hukum PRONA adalah : (a) undang-
Undang Nomor. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 
Pokok-Pokok Agraria ( UUPA ). (b) keputusan Menteri 
Dalam Negeri Nomor. 189 Tahun 1981 tentang Proyek 
Operasi Nasional Agraria, yang berlaku mulai tanggal 15 
Agustus 1981. (c) peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 
1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan 
Hak Pakai atas Tanah. (d) peraturan Pemerintah Nomor. 
24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. (e) peraturan 
Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional 
Nomor. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan 
Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997, tentang 
Pendaftaran Tanah. (f) peraturan Menteri Negara 
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Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 
1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan 
Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah 
Negara. (g) peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala 
Badan Pertanahan Nasional No. 9 tahun 1999 tentang 
Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah 
Negara dan Hak Pengelolaan. (h) peraturan Pemerintah 
Nomor. 46 Tahun 2000, tentang Tarif Pelayanan yang 
berlaku di Badan Pertanahan Nasional. (i) peraturan 
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 tentang Tarif Atas 
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku 
Pada Badan Pertanahan Nasional. (j) keputusan Presiden 
Nomor. 34 Tahun 2003, tentang Kebijakan Nasional di 
bidang Pertanahan. (k) keputusan Kepala BPN Nomor. 
22 Tahun 2003, tentang Norma dan Standar Mekanisme 
Ketatalaksanaan Wewenang Pemerintah di bidang 
Pertanahan. (l) undang-Undang Nomor. 33 TAhun 2004 
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 
dan Daerah. (m) peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 
2006 tentang Badan Pertanahan Nasional. (n) peraturan 
Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 
Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. (o) 
peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik 
Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional 
Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. (p) 
peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik 
Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana 
Strategis Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 
(Renstra BPN-RI) Tahun 2007-2009. (q) peraturan 
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 
tentang Panitia Pemeriksaan Tanah. (r) daftar Isian 
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan 
Kabupaten/Kota. 
Dalam petunjuk pelaksanaan Prona, dijelaskan tujuan 
Prona adalah sebagai berikut : (1) memberikan 
rangsangan kepada masyarakat khususnya pemegang hak 
atas tanah, untuk bersedia membuatkan sertifikat atas hak 
yang dimilikinya tersebut. (2) menumbuhkan kesadaran 
hukum masyarakat dalam bidang pertanahan. (3) 
membantu pemerintah dalam hal menciptakan suatu 
suasana kehidupan masyarakat yang aman dan tenteram. 
(4) menumbuhkan partisipasi masyarakat, khususnya 
pemilik tanah dalam menciptakan stabilitas politik serta 
pembangunan di bidang ekonomi. (5) menumbuhkan rasa 
kebersamaan dalam menyelesaikan sengketa pertanahan. 
(6) memberikan kepastian hukum pada pemegang hak 
atas tanah. (7) membiasakan masyarakat pemegang hak 
atas tanah untuk memiliki alat bukti yang otentik atas 
haknya tersebut. 
Sasaran dari pelaksanaan Prona adalah : (a) subyek 
Prona adalah pemilik tanah perseorangan yang termasuk 
golongan ekonomi lemah dan masih mampu membayar 
biaya administrasi. (b) obyek Prona adalah pendaftaran 
tanah pertamakali terhadap bidang-bidang tanah yang 
belum terdaftar. (c) obyek Prona adalah tanah pertanian 
yang luasnya kurang dari 2 ha, atau tanah non pertanian 
yang luasnya kurang dari 2000 meter persegi. 
Dengan demikian sasaran Prona yang utama adalah 
masyarakat yang tergolong ekonomi lemah yang 
mempunyai hak milik atas tanah. 
Dalam Pasal 9 ayat 2 UUPA menyatakan bahwa 
“Tiap-tiap warga Negara Indonesia baik laki-laki maupun 
wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk 
memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk 
mendapatkan manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri 
maupun keluarganya”. 
Ketentuan di atas mengandung suatu pengertian 
bahwa sehubungan dengan hak-hak atas tanah tidak ada 
perbedaan (diskriminasi) antara sesama warga negara 
Indonesia, laki-laki maupun wanita, asli maupun 
keturunan. Dalam hubungan ini berarti pula bahwa semua 
warga negara Indonesia yang memiliki atau menguasai 
tanah punya hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik 
dalam hal perolehan sertifikat tanah ataupun pelayanan 
yang baik dalam penyelesaian sengketa tanah yang 
dihadapinya. 
Sama halnya dengan PRONA berarti bahwa setaiap 
WNI pemilik atau pemegang hak atas tanah mempunyai 
hak untuk menjadi peserta PRONA. Dengan kata lain, 
peserta PRONA bukanlah monopoli golongan/kelompok 
orang tertentu saja. 
Pengertian bahwa semua WNI pemilik atau pemegang 
hak atas tanah mempunyai hak untuk menjadi peserta 
PRONA, bukanlah identik dengan pengertian bahwa 
mereka secara serentak akan diikut sertakan dalam 
PRONA. Pensertipikatan telah secara massal dalam 
rangka PRONA tidaklah mungkin dilaksanakan sekaligus 
serentak untuk semua pemegang hak atas tanah. PRONA 
hanya mungkin dilaksanakan dengan mengingat realita 
kemampuan Pemerintah, baik kemampuan pembiayaan, 
tenaga, peralatan, dan sarana lainnya. 
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan itu, maka 
dalam menentukan peserta PRONA, secara teknis 
diadakan penggolongan. Maksud dari penggolongan itu 
tidak lain demi adanya keadilan dan pemerataan terhadap 
sesama WNI  pemilik atau pemegang hak atas tanah, 
dalam rangka mendapatkan kepastian hukum hak-hak 
atas tanah yang bersangkutan. Sebagaimana diketahui 
bahwa PRONA lahir diantaranya karena suatu keadaan 
dimana bagi golongan tertentu, yakni golongan ekonomi 
lemah terasa ada hambatan dalam memperoleh sertfikat 
hak atas tanah.  
Persoalannya, apakah penggolongan peserta PRONA 
itu sejalan dengan jiwa dan semangat UUPA ? Untuk 
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menjawab pertanyaan ini, harus disimak dengan cermat 
ketentuan pasal 11 ayat 2 UUPA yang menyatakan : 
“Perbedaan dalam keadaan masyarakat dan 
keperluan hukum golongan rakyat dimana perlu dan 
tidak bertentangan dengan kepentingan nasional 
diperhatikan, dengan menjamin perlindungan 
terhadap kepentingan golongan ekonomi lemah”. 
Pasal ini mengandung asas perlindungan terhadap 
masyarakat golongan ekonomi lemah yang dilakukan 
oleh golongan ekonomi kuat. Maksudnya untuk 
mencegah penguasaan atas penghidupan orang lain yang 
melampaui batas. Berpijak pada ketentuan itu maka 
peraturan pelaksanaan UUPA pun harus memperhatikan 
kebutuhan masyarakat yang berbeda, misalnya dalam 
soal perolehan sertipikat hak atas tanah. 
Jadi jelas bahwa penggolongan itu ada maksud 
positifnya, yaitu untuk melindungi golongan ekonomi 
lemah dan bukan karena diskriminasi. Oleh sebab itu, 
penggolongan itu senantiasa dalam rangka pelaksanaan 
UUPA sesuai dengan jiwa dan semangatnya. 
Adapun yang dimasud dengan penggolongan teknis 
peserta PRONA itu adalah bahwa yang dapat 
diikutsertakan dalam PRONA hanya terbatas pada 3 
golongan saja, yaitu: (a) golongan ekonomi lemah, (b) 
olongan mampu, (c) badan Hukum Keagamaan, Badan 
Hukum Sosial, dan Lembaga Pendidikan. 
Secara harfiah kata “kesadaran” berasal dari kata 
“sadar”, yang berarti insyaf, merasa, tahu dan mengerti. 
Hal tersebut sebagaimana dikemukakan A.W. Widjaja 
(1984:46) yang menyatakan bahwa “kita sadar jika kita 
tahu, mengerti, insyaf, dan yakin tentang kondisi 
tertentu”. Dengan kemudian, kesadaran adalah 
keinsyafan atau merasa mengerti atau memahami segala 
sesuatu. 
Lebih lanjut, Widjaya (1984:14) mengemukakan dua 
sifat kesadaran, yaitu pertama, kesadaran statis yaitu 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan berupa 
ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam masyarakat, dan 
kedua kesadaran dinamis, yaitu kesadaran yang 
menitikberatkan pada kesadaran yang timbul dari dalam 
diri manusia yang timbul dari kesadaran moral, maka 
masyarakat akan tertib dan aman. Kesadaran seseorang 
akan tampak terlihat dari sikap dan tingkah lakunya 
sebagai akibat adanya motivasi untuk bertindak. 
Kesadaran hukum merupakan suatu keyakinan atau 
kesadaran yang ada di dalam setiap diri seorang individu 
berupa nilai-nilai yang terintegrasi dalam dirinya 
terhadap hukum yang ada, yang kemudian diwujudkan 
melalui tindakan dalam bentuk kepatuhan dan 
ketidakpatuhan terhadap hukum itu, yang berkaitan pula 
dengan tingkat kesadarannya. Menurut Soekanto 
(1982:152), kesadaran hukum sebenarnya merupakan 
kesadaran akan nilai-nilai yang terdapat di dalam diri 
manusia tentang hukum yang ada dan tentang hukum 
yang diharapkan ada. 
 Untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum 
masyarakat terdapat empat indikator yang dijadikan tolak 
ukur, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, 
sikap hukum, dan pola perilaku hukum (Soerjono 
Soekanto:1982:140). Setiap indikator tersebut 
menunjukkan tingkat kesadaran hukum tertentu mulai 
dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi. 
Pertama, pengetahuan hukum berkaitannya dengan 
perilaku yang dilarang ataupun perilaku yang 
diperbolehkan oleh hukum. Menurut Salman dan Susanto 
(2004:56), pengetahuan hukum adalah “pengetahuan 
seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang 
diatur oleh hukum. Sudah tentu hukum yang dimaksud 
disini adalah hukum tertulis dan tidak terulis”. Kedua, 
pemahaman hukum diartikan sebagai sejumlah informasi 
yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dan suatu 
hukum tertentu. Menurut Salman dan Susanto (2004:57), 
“pemahaman hukum adalah suatu pengertian terhadap isi 
dan tujuan suatu peraturan dalam hukum tertentu serta 
manfaatnya bagi pihak-pihak yang diatur kehidupannya 
oleh peraturan tersebut”. Ketiga, sikap hukum adalah 
penilaian seseorang terhadap hukum yang telah 
diketahuinya berlaku dalam masyarakat. Menurut Salman 
dan Susanto (2004:58), sikap hukum diartikan sebagai 
“suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena 
adanya penghargaan terhadap hukum sebagai suatu yang 
bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati”. 
Keempat, pola perilaku hukum. Perilaku hukum 
merupakan hal yang utama dalam kesadaran hukum 
karena disini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku 
atau tidak dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan 
Salman dan Susanto (2004:58), yang menyatakan bahwa 
“seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat 
dilihat dari pola perilaku hukum”. 
Indikator pola perilaku merupakan manifestasi dari 
kesadaran hukum yang relatif paling tinggi. Dikatakan 
relatif oleh karena perilaku hukum merupakan 
perwujudan dan suatu taraf ketaatan hukum tertentu yang 
mungkin disebabkan oleh beberapa hal, seperti yang 
dikemukakan Soerjono Soekanto (1983: 96) sebagai 
berikut: (1) rasa takut pada sanksi sebagai akibat 
melanggar hukum, (2) ada keinginan kuat untuk 
memelihara hubungan baik dengan lingkungan, (3) ada 
keinginan kuat untuk memelihara hubungan baik dengan 
penguasa, dan (4) sebagian besar dari kepentingan-
kepentingan dijamin dan dilindungi oleh hukum 
 Secara asumtif dapatlah dikatakan bahwa apabila 
indikator dari kesadaran hukum terpenuhi maka akan 
ditemukan tingkat kesadaran hukum yang cukup tinggi 
begitupun sebaliknya. Tingginya kesadaran hukum setiap 
warga masyarakat akan mengakibatkan warga 
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masyarakat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku 
sebaliknya apabila kesadaran hukum sangat rendah maka 
derajad kepatuhan terhadap hukum juga tidak tinggi.  
 Setiap anggota masyarakat telah memiliki kesadaran 
hukum, yang menjadi masalah di sini bahwa kesadaran 
hukum yang dimiliki warga masyarakat tidak sama 
kadarnya dan memiliki tingkatan yang berbeda. Menurut 
Kosasih Djahiri (1985:20-25), kesadaran hukum yang 
paling tinggi ialah kesadaran hukum yang timbul dari hati 
nurani masyarakat tanpa ada paksaan atau intimidasi dari 
luar dirinya”. Kesadaran hukum seperti ini biasanya 
muncul karena masyarakat merasakan pentingnya sesuatu 
walaupun sesuatu itu tidak diatur oleh hukum. 
  
METODE 
Penelitian ini merupakan penelitian yang 
menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif 
dengan jenis penelitian deskriptif. Yang pertama, 
penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif yaitu 
menggambarkan kesadaran hukum masyarakat 
Kecamatan Dawarblandong dalam realisasi pendaftaran 
hak atas tanah (untuk menjawab rumusan masalah 
pertama). Yang kedua, penelitian ini bersifat deskriptif 
kualitatif, yaitu menggambarkan apa saja kendala yang 
dihadapi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten 
Mojokerto dalam pelaksanaan PRONA tahun 2010 di 
Kecamatan Dawarblandong serta upaya Badan 
Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mojokerto untuk 
meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Kecamatan 
Dawarblandong terhadap pentingnya pendaftaran hak 
atas tanah (untuk menjawab rumusan masalah kedua dan 
ketiga). 
Populasi yang digunakan  dalam penelitian ini adalah 
masyarakat Desa Dawarblandong, Desa Bangeran, Desa 
Gunungsari, dan Desa Brayublandong yang memiliki 
tanah yang menjadi peserta PRONA dan yang bukan 
menjadi peserta PRONA. Jumlah populasi dalam 
penelitian ini adalah 3328 masyarakat Kecamatan 
Dawarblandong yang terdiri dari 1131 masyarakat 
peserta PRONA Tahun 2010 dan 2197 masyarakat bukan 
peserta PRONA Tahun 2010. 
Jenis pemilihan sampel yang digunakan adalah 
proportionate stratified random sampling dengan sampel 
yang diambil 10% dari jumlah populasi. Hal ini 
dikarenakan jumlah populasi dalam penelitian ini 
melebihi angka 100. Jumlah sampel dalam penelitian ini 
adalah 332 masyarakat Kecamatan Dawarblandong yang 
terdiri dari 113 masyarakat peserta PRONA Tahun 2010 
dan 219 masyarakat bukan peserta PRONA Tahun 2010. 
Penelitian ini hanya memiliki satu variabel bebas 
(variabel independen) yakni kesadaran hukum dalam 
realisasi pendaftaran hak atas tanah. Kesadaran hukum 
adalah  kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, 
atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang 
berlaku terhadap pentingnya pendaftaran hak atas tanah 
yang kemudian diwujudkan melalui tindakan 
mendaftarkan hak atas tanah yang dimilikinya. 
Teknik  pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah: 1) Angket, penelitian ini 
menggunakan angket terbuka. Angket diberikan kepada 
masyarakat Desa Dawarblandong, Desa Bangeran, Desa 
Gunungsari, dan Desa Brayublandong yang memiliki 
tanah dan sama-sama mendapatkan penyuluhan, baik 
yang menjadi peserta PRONA tahun 2010 maupun yang 
bukan menjadi peserta PRONA tahun 2010 di Kecamatan 
Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto. 2) Wawancara, 
adalah percakapan yang dilakukan dengan maksud 
tertentu. Dalam penelitian ini digunakan teknik 
wawancara mendalam. Artinya apabila ada jawaban 
informan yang kurang memuaskan karena masih bersifat 
umum dan kurang spesifik, maka perlu ditanyakan lebih 
lanjut. Wawancara ditujukan kepada Bapak Achmad 
Marzuki selaku Kepala Subseksi pendaftaran tanah dan 
Bapak Budi Prasetyo selaku petugas lapangan Badan 
Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mojokerto yang 
terlibat dalam pelaksanaan PRONA tahun 2010 di 
Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto. 
Melalui metode ini penulis mendapatkan berbagai 
informasi yang digunakan untuk menjawab rumusan 
masalah kedua dan ketiga yaitu terkait apa saja kendala 
yang dihadapi Badan Pertanahan Nasional (BPN) 
Kabupaten Mojokerto dalam pelaksanaan PRONA tahun 
2010 di Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten 
Mojokerto serta apa saja upaya Badan Pertanahan 
Nasional (BPN) Kabupaten Mojokerto dalam 
meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Kecamatan 
Dawarblandong terhadap pentingnya pendaftaran hak 
atas tanah. 3) Dokumentasi, metode dokumentasi dalam 
penelitian ini terkait dengan data-data luas tanah di 
Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto yang 
sudah bersertifikat dan yang belum bersertifikat. 
Dokumentasi dalam penelitian ini juga terkait dengan 
data empiris dan data yuridis peserta PRONA tahun 2010 
di Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto. 
Teknik analisis data ini dilakukan untuk 
mendapatkan hasil dan kesimpulan dari data yang 
dianalisis. Adapun teknik analisis data untuk menjawab 
rumusan masalah pertama tentang tingkat kesadaran 
hukum masyarakat dalam realisasi pendaftaran hak atas 
tanah (Studi tentang Pelaksanaan PRONA tahun 2010 di 
Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto)” 
adalah deskriptif kuantitatif yang menggunakan rumus 
deskriptif dalam prosentase menurut Faisal (2005: 165) 
sebagai berikut: 
P ꞊  n × 100% 
  N 
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Keterangan:  P   =   Jumlah prosentase 
  n   =   Banyaknya jumlah pemilih 
 N  =   Jumlah sampel seluruhnya 
 Untuk mengukur tingkat kesadaran hukum 
masyarakat Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten 
Mojokerto dalam realisasi pendaftaran hak atas tanah, 
maka digunakan skala penilaian, yaitu: 
76% - 100% = Tinggi            = Pola Perilaku 
51% - 75% = Cukup =  Sikap 
26% - 50% = Kurang =  Pemahaman 
0% - 25% = Rendah =  Pengetahuan 
Sedangkan untuk menjawab rumusan masalah kedua 
dan ketiga tentang kendala yang dihadapi Badan 
Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mojokerto dalam 
pelaksanaan PRONA tahun 2010 di Kecamatan 
Dawarblandong, serta upaya BPN Kabupaten Mojokerto 
untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat 
terhadap pentingnya pendaftaran hak atas tanah 
digunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif dengan 
model analisis  interaktif (interactive model of analysis) 
Miles dan Huberman, yang terdiri dari tahapan 
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil Penelitian 
Masyarakat Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten 
Mojokerto merupakan sasaran peserta PRONA tahun 
2010, namun hanya 4 desa dari Kecamatan 
Dawarblandong yang diberi kuota untuk mengikuti 
PRONA tersebut. Keempat desa peserta PRONA dari 
Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto 
tersebut diantaranya adalah Desa Dawarblandong, Desa 
Bangeran, Desa Gunungsari, dan Desa Brayublandong. 
Berikut ini pembahasan hasil penelitian dalam menjawab 
3 rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian. 
Pertama, tingkat kesadaran hukum masyarakat 
Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto dalam 
realisasi pendaftaran hak atas tanah. Dalam menjawab 
rumusan masalah pertama yaitu tentang tingkat kesadaran 
hukum masyarakat Kecamatan Dawarblandong, 
Kabupaten Mojokerto dalam realisasi pendaftaran hak 
atas tanah, khususnya dalam pelaksanaan PRONA tahun 
2010 sebagai berikut: 
Kesadaran hukum merupakan konsep-konsep abstrak 
dari diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan 
ketentraman yang sepantasnya. Dengan kata lain untuk 
mencapai sebuah keserasian antara ketertiban dan 
ketentraman maka harus ada kesadaran untuk bertindak 
sesuai dengan aturan dan ketentuan yang dianggap benar 
menurut aturan Negara (hukum). 
Kesadaran hukum bukanlah semata-mata sesuatu 
yang tumbuh secara spontan dalam hati sanubari 
masyarakat. Harus diakui bahwa peraturan hukum yang 
dikomunikasikan kepada masyarakat merupakan langkah 
awal dalam menumbuhkan kesadaran hukum. 
Ada beberapa indikator yang digunakan untuk 
mengukur tingkat kesadaran hukum masyarakat 
Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto dalam 
pelaksanaan PRONA tahun 2010. Indikator yang dipakai 
untuk mengukur tingkat kesadaran hukum masyarakat 
Kecamatan Dawarblandong adalah pengetahuan hukum, 
pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku 
hukum. 
Pengetahuan Hukum, yaitu mengetahui hukum yang 
mengatur perilaku-perilaku manusia di dalam masyarakat 
(hukum tertulis atau hukum yang tidak tertulis), 
mengetahui perilaku-perilaku yang dilarang oleh hukum 
dan perilaku-perilaku yang diperbolehkan oleh hukum, 
disertai sanksi apabila dilanggar. Pengetahuan ini 
diperoleh melalui indera yang dimiliki oleh manusia, 
terutama indera penglihatan dan pendengaran. 
Berdasarkan hasil angket yang telah disebar menyatakan 
bahwa pengetahuan masyarakat peserta PRONA dan 
bukan peserta PRONA tentang hak untuk mendaftarkan 
tanah keduanya tergolong tinggi, yakni dengan 
prosentase 81.42% untuk masyarkat peserta PRONA dan 
85.27% untuk masyarakat bukan peserta PRONA. 
Sementara untuk pengetahuan masyarakat peserta 
PRONA dan bukan peserta PRONA tentang dasar hukum 
tentang pendaftaran tanah tergolong cukup dengan 
prosentase untuk masyarakat peserta PRONA sebesar 
51.55% dan prosentase untuk masyarakat bukan peserta 
PRONA sebesar 52.28%. 
Pengetahuan hukum masyarakat peserta PRONA dan 
bukan peserta PRONA tentang pihak yang 
menyelenggarakan pendaftaran tanah sama-sama 
tergolong tinggi. Untuk masyarakat peserta PRONA 
prosentase yang diperoleh sebesar 86.28%, dan untuk 
masyarakat bukan peserta PRONA prosentase yang 
diperoleh sebesar 83.45%. Untuk pengetahuan 
masyarakat peserta PRONA dan masyarakat bukan 
peserta PRONA tentang fungsi Badan Pertanahan 
Nasional sama-sama tergolong tinggi, yakni dengan 
prosentase 77.88%  untuk masyarakat peserta PRONA 
dan 81.51% untuk masyarakat bukan peserta PRONA. 
Selanjutnya untuk pengetahuan hukum masyarakat 
tentang PRONA itu sendiri baik masyarakat peserta 
PRONA maupun masyarakat bukan peserta PRONA 
sama-sama tergolong tinggi, dengan prosentase untuk 
masyarakat peserta PRONA sebesar 85.84% dan untuk 
masyarakat bukan peserta PRONA sebesar 83.79%. 
Masyarakat peserta PRONA dan masyarakat bukan 
peserta PRONA tidak hanya sekedar mengetahui tentang 
keberadaan PRONA itu sendiri, tetapi mereka juga 
memiliki pengetahuan tentang pihak yang 
menginformasikan adanya program PRONA. 
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Pengetahuan masyarakat peserta PRONA dan masyarakat 
bukan peserta PRONA tentang pihak yang 
menginformasikan adanya program PRONA sama-sama 
tergolong tinggi. Adapun prosentase masyarakat peserta 
PRONA sebesar 81.19% dan prosentase masyarakat 
peserta PRONA sebesar 79.11%. 
Namun, pengetahuan hukum masyarakat peserta 
PRONA dan masyarakat bukan peserta PRONA tentang 
dasar hukum PRONA sama-sama tergolong kurang, 
yakni dengan prosentase 43.36% untuk masyarakat 
peserta PRONA dan 45.43% untuk masyarakat bukan 
peserta PRONA. Sementara pengetahuan masyarakat 
peserta PRONA dan masyarakat bukan peserta PRONA 
tentang sasaran PRONA tergolong tinggi, dengan 
prosentase 89.16% untuk masyarakat peserta PRONA 
dan 79.22% untuk masyarakat bukan peserta PRONA. 
Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa 
pengetahuan hukum masyarakat Kecamatan 
Dawarblandong dalam realisasi pendaftaran hak atas 
tanah tergolong cukup dengan prosentase 74.13%. 
Masyarakat Kecamatan Dawarblandong telah mengetahui 
sebagian besar hal-hal yang berkaitan dengan realisasi 
pendaftaran hak atas tanah, khususnya yang berkaitan 
dengan PRONA. Peraturan yang mereka ketahui 
diantaranya adalah hak mendaftarkan tanah bagi setiap 
Warga Negara Indonesia, pihak yang menyelenggarakan 
pendaftaran tanah, fungsi Badan Pertanahan Nasional, 
pengetahuan tentang PRONA, pihak yang 
menginformasikan adanya PRONA, serta sasaran 
PRONA. Namun, pengetahuan hukum masyarakat 
Kecamatan Dawarblandong tentang dasar hukum 
pendaftaran tanah dan dasar hukum PRONA masih 
tergolong kurang dengan prosentase 48.27%. 
Dengan demikian, pengetahuan masyarakat 
Kecamatan Dawarblandong dalam realisasi pendaftaran 
hak atas tanah masih dapat dikatakan terbatas, yang 
artinya masih terdapat hal-hal yang belum diketahui oleh 
masyarakat. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya 
informasi yang didapatkan oleh masyarakat berkaitan 
dalam realisasi pendaftaran hak atas tanah, khususnya 
berkaitan dengan PRONA. Pihak-pihak terkait, seperti 
BPN atau pegawai kecamatan dan kelurahan ketika 
memberikan penyuluhan hanya memberikan informasi 
berkaitan  pendaftaran hak atas tanah secara umum. 
Pemahaman Hukum, pemahaman terhadap isi 
peraturan hukum merupakan salah satu indikator untuk 
mengetahui tingkat kesadaran hukum terhadap isi dari 
suatu peraturan tersebut. Pemahaman hukum yaitu 
pengakuan dan penghargaan seseorang terhadap hukum 
yang telah diketahuinya berlaku dalam masyarakat. 
Berdasarkan hasil angket yang telah disebar diketahui 
bahwa pemahaman masyarakat baik peserta PRONA 
maupun bukan peserta PRONA tentang siapa yang 
berhak menjadi peserta PRONA sama-sama tergolong 
tinggi. Prosentase pemahaman hukum masyarakat peserta 
PRONA tentang siapa yang berhak menjadi peserta 
PRONA sebesar 85.84% dan prosentase pemahaman 
hukum masyarakat bukan peserta PRONA tentang siapa 
yang berhak menjadi peserta PRONA sebesar 84.36%. 
Berbeda dengan pemahaman hukum masyarakat baik 
peserta PRONA maupun bukan peserta PRONA tentang 
siapa saja yang berhak menjadi peserta PRONA yang 
sama-sama tergolong tinggi, pemahaman hukum 
masyarakat tentang tujuan pendaftaran tanah terdapat 
perbedaan antara pemahaman hukum masyarakat peserta 
PRONA dan bukan peserta PRONA. Pemahaman hukum 
masyarakat peserta PRONA tentang tujuan pendaftaran 
tanah tergolong tinggi dengan prosentase sebesar 84.51% 
sementara pemahaman hukum masyarakat bukan peserta 
PRONA tentang tujuan pendaftaran tanah hanya 
tergolong cukup dengan prosentase sebesar 68.61%. 
Senada dengan pemahaman hukum masyarakat 
tentang tujuan pendaftaran tanah, pemahaman hukum 
masyarakat tentang tujuan PRONA juga terdapat 
perbedaan pemahaman hukum antara masyarakat peserta 
PRONA maupun bukan peserta PRONA. Pemahaman 
hukum masyarakat peserta PRONA tentang tujuan 
PRONA tergolong tinggi dengan prosentase sebesar 
78.32% sementara pemahaman hukum masyarakat bukan 
peserta PRONA tentang tujuan PRONA hanya tergolong 
cukup dengan prosentase sebesar 63.36%. 
Selanjutnya, salah satu hal yang tidak lupa perlu 
untuk dipahami masyarakat adalah berkaitan dengan 
tahapan pelaksanaan PRONA. Berdasarkan hasil angket 
yang telah disebar diketahui bahwa pemahaman hukum 
masyarakat baik peserta PRONA maupun bukan peserta 
PRONA sama-sama tergolong tinggi dengan masing-
masing prosentase untuk masyarakat peserta PRONA 
sebesar 84.29% dan masyarakat bukan peserta PRONA 
sebesar 82.76%. Sementara untuk pemahaman hukum 
masyarakat tentang penyerahan sertifikat hak atas tanah 
di setiap Desa, dengan persyaratan peserta membawa 
KTP asli atau surat kuasa bila dikuasakan merupakan 
tahapan akhir dalam pelaksanaan PRONA diketahui 
terdapat perbedaan pemahaman antara masyarakat 
peserta PRONA dan bukan peserta PRONA. Pemahaman 
hukum masyarakat peserta PRONA tentang penyerahan 
sertifikat hak atas tanah di setiap Desa, dengan 
persyaratan peserta membawa KTP asli atau surat kuasa 
bila dikuasakan merupakan tahapan akhir dalam 
pelaksanaan PRONA tergolong tinggi dengan prosentase 
sebesar 84.51% dan pemahaman hukum masyarakat 
bukan peserta PRONA tentang penyerahan sertifikat hak 
atas tanah di setiap Desa, dengan persyaratan peserta 
membawa KTP asli atau surat kuasa bila dikuasakan 
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merupakan tahapan akhir dalam pelaksanaan PRONA 
tergolong cukup dengan prosentase sebesar 74.09%. 
Sikap Hukum, yaitu penilaian seseorang terhadap 
hukum yang telah diketahuinya berlaku dalam 
masyarakat. Penilaian setiap individu terhadap hukum 
yang berlaku pastilah berbeda-beda, apabila seorang 
individu menilai suatu peraturan dengan positif maka di 
dalam diri orang tersebut akan timbul suatu penghargaan 
terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau 
menguntungkan jika hukum tersebut ditaati. 
Berdasarkan hasil angket yang telah disebar, apabila 
masyarakat ditanya berkaitan dengan sikap hukum 
terhadap pentingnya pendaftaran tanah, masyarakat 
peserta PRONA memiliki sikap hukum yang tergolong 
tinggi dengan prosentase sebesar 88.05% sementara sikap 
hukum masyarakat bukan peserta PRONA terhadap 
pentingnya pendaftaran tanah hanya tergolong cukup 
dengan prosentase sebesar 67.92%. Hal tersebut sama 
dengan sikap hukum masyarakat terhadap keberadaan 
PRONA yang dinilai bagus untuk meningkatkan jumlah 
tanah yang terdaftar di Indonesia. Masyarakat peserta 
PRONA memiliki sikap hukum yang tergolong tinggi 
dengan prosentase sebesar 86.72% sementara sikap 
hukum masyarakat bukan peserta PRONA terhadap 
keberadaan PRONA yang dinilai bagus untuk 
meningkatkan jumlah tanah yang terdaftar di Indonesia 
hanya tergolong cukup dengan prosentase sebesar 
67.92%. 
Sikap hukum masyarakat, baik peserta PRONA 
maupun bukan peserta PRONA sama-sama tergolong 
tinggi terhadap keberadaan PRONA yang dinilai akan 
sangat membantu masyarakat golongan ekonomi lemah. 
Adapun prosentase sikap hukum masyarakat peserta 
PRONA terhadap keberadaan PRONA yang dinilai akan 
sangat membantu masyarakat golongan ekonomi lemah 
sebesar 92.26% dan prosentase sikap hukum masyarakat 
bukan peserta PRONA terhadap keberadaan PRONA 
yang dinilai akan sangat membantu masyarakat golongan 
ekonomi lemah sebesar 77.05%. 
Penyuluhan terhadap program PRONA yang 
diadakan Badan Pertanahan Nasional akan membantu 
masyarakat dalam memperoleh informasi berkaitan 
dengan program PRONA itu sendiri. Pernyataan tersebut 
selaras dengan hasil angket yang disebarkan kepada 
masyarakat peserta PRONA yang diketahui bahwa sikap 
hukum masyarakat peserta PRONA terhadap pentingnya 
penyuluhan PRONA tergolong tinggi dengan prosentase 
sebesar 83.18%. Sementara sikap hukum masyarakat 
bukan peserta PRONA terhadap pentingnya penyuluhan 
PRONA hanya tergolong cukup dengan prosentase 
sebesar 70.20%. 
Program PRONA yang dicanangkan oleh pemerintah 
dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum 
kepada para pemegang hak atas tanah dalam 
pelaksanaannya mendapatkan sambutan yang bermacam-
macam dari masyarakat. Hal ini terlihat dari hasil angket 
yang telah disebar diketahui bahwa sikap hukum 
masyarakat peserta PRONA terhadap keberadaan 
PRONA tergolong tinggi dibandingkan dengan sikap 
hukum masyarakat bukan peserta PRONA terhadap 
keberadaan PRONA yang hanya tergolong cukup. 
Artinya, masyarakat peserta PRONA memiliki dukungan 
yang lebih tinggi daripada masyarakat bukan peserta 
PRONA terhadap keberadaan program PRONA. Adapun 
prosentase sikap hukum masyarakat peserta PRONA 
terhadap keberadaan PRONA sebesar 89.38% sementara 
prosentase sikap hukum masyarakat bukan peserta 
PRONA terhadap keberadaan PRONA hanya sebesar 
72.15%. 
Pola Perilaku Hukum, merupakan indikator terakhir 
yang digunakan untuk mengukur tingkat kesadaran 
hukum masyarakat. Pola perilaku hukum merupakan hal 
yang utama dalam kesadaran hukum karena dapat dilihat 
apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam 
masyarakat. Perilaku hukum memiliki arti berperilaku 
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam 
masyarakat. Seseorang mentaati hukum yang berlaku 
karena orang yang bersangkutan menilai bahwa hukum 
tersebut baik, sesuai dengan nila-nilai yang hidup dalam 
masyarakat. 
Pola perilaku hukum masyarakat peserta PRONA 
sudah dapat dikatakan sebagai perilaku yang mentaati 
hukum yang berlaku, karena masyarakat peserta PRONA 
sudah ikut serta dalam kegiatan PRONA sebagai peserta 
PRONA. Namun, berdasarkan hasil angket yang telah 
disebar diketahui bahwa perilaku masyarakat peserta 
PRONA mengikuti program PRONA adalah dengan latar 
belakang yang berbeda-beda. Pertama, latar belakang 
keikutsertaan masyarakat peserta PRONA mendaftarkan 
tanah melalui PRONA adalah karena membutuhkan 
sertifikat sebagai alat pembuktian yang kuat. Perilaku 
masyarakat peserta PRONA terhadap latar belakang 
mengikuti pendaftaran tanah melalui PRONA karena 
membutuhkan sertifikat sebagai alat pembuktian yang 
kuat tergolong tinggi dengan prosentase sebesar 85.62%. 
Selanjutnya latar belakang keikutsertaan masyarakat 
peserta PRONA adalah karena biaya. Namun ketika 
masyarakat peserta PRONA ditanyai berkaitan dengan 
pola perilaku masyarakat peserta PRONA terhadap latar 
belakang mengikuti pendaftaran tanah melalui PRONA 
karena tidak dipungut biaya (gratis), perilaku masyarakat 
peserta PRONA tergolong kurang dengan prosentase 
sebesar 42,48%. 
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perilaku 
hukum masyarakat peserta PRONA terhadap latar 
belakang mengikuti pendaftaran tanah melalui PRONA 
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dinilai positif. Dimana masyarakat peserta PRONA 
menilai bahwa sertifikat tanah merupakan suatu hal yang 
sangat penting sebagai alat pembuktian yang kuat atas 
tanah yang dimilikinya. Kemudian masyarakat peserta 
PRONA juga tidak menganggap biaya yang gratis dalam 
pendaftaran tanah melalui PRONA sebagai sesuatu yang 
dapat mempengaruhi mereka untuk mendaftarkan 
tanahnya melalui PRONA. 
Perilaku hukum masyarakat bukan peserta PRONA 
dapat dikatakan sebagai perilaku yang tidak mentaati 
hukum yang berlaku, karena masyarakat bukan peserta 
PRONA tidak ikut serta dalam kegiatan PRONA sebagai 
peserta PRONA. Berdasarkan hasil angket yang telah 
disebar diketahui bahwa perilaku hukum masyarakat 
bukan peserta PRONA juga dengan latar belakang yang 
berbeda-beda. Ketika ditanyai tentang perilaku hukum 
masyarakat bukan peserta PRONA terhadap latar 
belakang tidak mengikuti pendaftaran tanah melalui 
PRONA karena sertifikat tanah tidak penting, perilaku 
masyarakat bukan peserta PRONA tergolong cukup 
dengan prosentase sebesar 64.50%. Kemudian ketika 
ditanyai tentang perilaku hukum masyarakat bukan 
peserta PRONA terhadap latar belakang tidak mengikuti 
pendaftaran tanah melalui PRONA karena prosesnya 
terlalu lama, perilaku masyarakat bukan peserta PRONA 
tergolong cukup dengan prosentase sebesar 57.19%. 
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perilaku 
hukum masyarakat bukan peserta PRONA terhadap latar 
belakang tidak mengikuti pendaftaran tanah melalui 
PRONA dinilai negatif. Dimana sebagian besar 
masyarakat bukan peserta PRONA menganggap bahwa 
sertifikat tanah itu tidak penting. Kemudian sebagian 
besar masyarakat bukan peserta PRONA juga 
menganggap bahwa proses pendaftaran tanah melalui 
PRONA terlalu lama. 
Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh 
Soekanto (1983: 96) bahwasanya perilaku hukum 
dikatakan relatif karena merupakan suatu perwujudan dan 
taraf ketaatan hukum tertentu, yang mungkin disebabkan 
oleh beberapa hal yang salah satunya adalah sebagian 
besar terdiri dari kepentingan-kepentingan dijamin dan 
dilindungi oleh hukum. 
Perilaku hukum masyarakat peserta PRONA adalah 
dengan latar belakang yang mungkin disebabkan oleh 
beberapa kepentingan-kepentingan yang dijamin dan 
dilindungi oleh hukum. Kepentingan-kepentingan 
tersebut diantaranya sebagian besar masyarakat peserta 
PRONA menilai bahwa dengan sertifikat, tanah yang 
mereka miliki akan mendapatkan perlindungan hukum. 
Kemudian sebagian kecil masyarakat menganggap 
sertifikat tanah itu penting karena dapat digunakan 
sebagai jaminan peminjaman uang di Bank sebagai 
modal usaha. Sebagian besar masyarakat peserta PRONA 
juga menganggap bahwa biaya gratis dalam PRONA 
bukan salah satu alasan keikutsertaan dalam kegiatan 
PRONA. Namun ada sebagin kecil masyarakat yang 
menganggap bahwa biaya yang gratis dalam PRONA 
dijadikan alasan utama keikutsertaan dalam kegiatan 
PRONA. Hal ini dikarenakan dengan biaya yang gratis 
dapat membantu meringankan beban seseorang dalam 
memperoleh sertifikat atas tanah yang dimilikinya. 
Perilaku hukum masyarakat bukan peserta PRONA 
juga dengan latar belakang yang mungkin disebabkan 
oleh beberapa kepentingan-kepentingan yang dijamin dan 
dilindungi oleh hukum. Kepentingan-kepentingan 
tersebut diantaranya sebagian besar masyarakat bukan 
peserta PRONA tidak ikut mendaftarkan tanahnya 
melalui PRONA karena tidak bisa memenuhi persyaratan 
sebagai peserta PRONA. Persyaratan yang tidak bisa 
dipenuhi oleh masyarakat bukan peserta PRONA adalah 
mengenai bukti perolehan tanah dan persyaratan yuridis 
formal yang harus dilengkapi dengan biaya pribadi. 
Keadaan ekonomi masyarakat pada saat adanya kegiatan 
PRONA adalah musim paceklik dimana tidak ada hasil 
panen, sehingga masyarakat merasa kesulitan dalam 
memenuhi persyaratan menjadi peserta PRONA. 
 
Pembahasan 
Hasil persentase keseluruhan untuk masing-masing 
indikator kesadaran hukum jika dirata-rata diperoleh 
sebagai berikut: Pertama, untuk masyarakat peserta 
PRONA kecamatan Dawarblandong, diperoleh rata-rata 
prosentase indikator pengetahuan hukum sebesar 74.50% 
yang tergolong cukup, indikator pemahaman hukum 
untuk masyarakat peserta PRONA kecamatan 
Dawarblandong diperoleh rata-rata prosentase sebesar 
83.49% yang tergolong tinggi, indikator sikap hukum 
untuk masyarakat peserta PRONA kecamatan 
Dawarblandong diperoleh rata-rata prosentase sebesar 
87.92% yang tergolong tinggi, dan indikator pola 
perilaku hukum untuk masyarakat peserta PRONA 
kecamatan Dawarblandong diperoleh rata-rata prosentase 
sebesar 63.83% yang tergolong cukup. Kedua, untuk 
masyarakat bukan peserta PRONA kecamatan 
Dawarblandong, diperoleh rata-rata prosentase indikator 
pengetahuan hukum sebesar 73.76% yang tergolong 
cukup, indikator pemahaman hukum untuk masyarakat 
bukan peserta PRONA kecamatan Dawarblandong 
diperoleh rata-rata prosentase sebesar 73.64% yang 
tergolong cukup, indikator sikap hukum untuk 
masyarakat bukan peserta PRONA kecamatan 
Dawarblandong diperoleh rata-rata prosentase sebesar 
71.05% yang tergolong cukup, dan indikator pola 
perilaku hukum untuk masyarakat peserta PRONA 
kecamatan Dawarblandong diperoleh rata-rata prosentase 
sebesar 60.84% yang tergolong cukup. 
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Selanjutnya dari pemaparan tiap-tiap indikator dari 
kesadaran hukum di atas, hasil prosentase keseluruhan 
yang diperoleh dari rata-rata tingkat kesadaran hukum 
untuk masyarakat peserta PRONA kecamatan 
Dawarblandong sebesar 79.09%. Artinya tingkat 
kesadaran hukum masyarakat peserta PRONA kecamatan 
Dawarblandong dalam realisasi pendaftaran hak atas 
tanah melalui PRONA masuk dalam kategori tinggi. 
Sementara hasil prosentase keseluruhan yang diperoleh 
dari rata-rata tingkat kesadaran hukum untuk masyarakat 
bukan peserta PRONA kecamatan Dawarblandong 
sebesar 72.00%. Artinya tingkat kesadaran hukum 
masyarakat bukan peserta PRONA kecamatan 
Dawarblandong dalam realisasi pendaftaran hak atas 
tanah melalui PRONA masuk dalam kategori cukup. 
Kedua, kendala yang dihadapi Badan Pertanahan 
Nasional (BPN) Kabupaten Mojokerto dalam 
pelaksanaan PRONA tahun 2010 di Kecamatan 
Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto. Dalam 
menjawab rumusan masalah kedua yaitu tentang kendala 
yang dihadapi Badan Pertanahan Nasional (BPN) 
Kabupaten Mojokerto dalam pelaksanaan PRONA tahun 
2010 di Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten 
Mojokerto dapat dianalisis sebagai berikut: 
Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikatakan tidak 
ada kendala dalam interen Badan Pertanahan Nasional 
(BPN) Kabupaten Mojokerto dalam pelaksanaan PRONA 
tahun 2010 di Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten 
Mojokerto. Namun, terdapat kendala-kendala yang 
dihadapi di lapangan oleh Badan Pertanahan Nasional 
(BPN) Kabupaten Mojokerto dalam pelaksanaan PRONA 
tahun 2010 di Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten 
Mojokerto. Kendala yang dijumpai tersebut adalah 
masalah penguasaan tanah, persyaratan yuridis fomal, 
biaya, dan perolehan tanah. 
Masalah penguasaan tanah yang dijumpai di 
masyarakat Kecamatan Dawarblandong adalah adanya 
sengketa batas dan sengketa penguasaan. Di masyarakat 
masih dijumpai tanah yang bersengketa, dimana antara 
pihak yang satu dengan pihak yang lain sama-sama 
mengklaim kepemilikan tanah yang disengketakan. 
Masalah persyaratan yuridis formal yang dijumpai di 
masyarakat Kecamatan Dawarblandong adalah seputar 
kesiapan masyarakat dalam melengkapi berkas-berkas 
persyaratan yang harus dipenuhi dalam kegiatan PRONA. 
Masyarakat cenderung tidak bisa melengkapi berkas-
berkas yang dibutuhkan dalam kegiatan PRONA. Berkas-
berkas yang seringkali tidak bisa dilengkapi masyarakat 
adalah tentang bukti perolehan tanah. 
Masalah biaya, yang menjadi kendala di masyarakat 
Kecamatan Dawarblandong adalah biaya yang harus 
dikeluarkan masyarakat secara pribadi untuk melengkapi 
persyaratan yuridis formal tanah yang akan didaftarkan. 
Masyarakat harus menggunakan biaya pribadi dalam 
melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan. Ini menjadi 
kendala bagi masyarakat golongan ekonomi lemah. 
Kebanyakan dari mereka tidak ada biaya untuk 
melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan, sehingga 
berdampak pada ketidak ikut sertaan mereka dalam 
kegiatan PRONA. 
Masalah perolehan tanah, yang menjadi kendala 
adalah tanah yang diperoleh setelah tahun 1997 tepatnya 
bulan Oktober, untuk bisa mendaftarkan sebagai calon 
peserta PRONA mereka harus melalui akta PPAT. 
Kendala itu muncul lagi karena disana ada kewajiban 
untuk membayar pajak. 
Ketiga, upaya Badan Pertanahan Nasional (BPN) 
Kabupaten Mojokerto untuk meningkatkan kesadaran 
hukum masyarakat Kecamatan Dawarblandong terhadap 
pentingnya pendaftaran hak atas tanah Dalam menjawab 
rumusan masalah ketiga yaitu tentang upaya Badan 
Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mojokerto untuk 
meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Kecamatan 
Dawarblandong terhadap pentingnya pendaftaran hak 
atas tanah, dapat dianalisis sebagai berikut: 
Berdasarkan hasil penelitian, upaya yang dilakukan 
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mojokerto 
dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat secara 
umum adalah dengan penyuluhan kepada masyarakat. 
Dalam kegiatan penyuluhan tersebut di dalamnya berisi 
materi penyuluhan yang disampaikan oleh tim penyuluh 
dari kantor pertanahan. 
Dalam kegiatan penyuluhan tersebut diawali dengan 
pemberian pemahaman kepada masyarakat akan arti 
pentingnya pendaftaran tanah. Kemudian masyarakat 
diberikan pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan 
PRONA. Setelah itu masyarakat juga dijelaskan tentang 
apa saja yang menjadi kewajiban calon penerima hak 
dalam mengikuti kegiatan PRONA. Materi penyuluhan 
juga menjelaskan tentang apa saja yang menjadi 
kewajiban BPN. Selain itu masalah biaya juga dijelaskan 
oleh tim penyuluh yang mana biaya untuk melengkapi 
persyaratan formal bukan menjadi kewajiban Negara dan 
harus dipenuhi oleh calon penerima hak sendiri. 
Dalam kegiatan penyuluhan juga diberikan waktu 
tersendiri untuk tanya jawab dengan masyarakat sehingga 
masyarakat bisa lebih jelas dan mudah menerima materi 
penyuluhan yang disampaikan. Hal yang paling sering 
ditanyakan masyarakat dalam kegiatan penyuluhan 
adalah mengenai persyaratan formal yang harus mereka 
penuhi serta masalah biaya. 
Kegiatan PRONA yang sebelumnya sudah pernah 
diadakan di Kecamatan Dawarblandong juga 
berpengaruh terhadap minat masyarakat dalam kegiatan 
PRONA. PRONA yang memberikan kemudahan kepada 
masyarakat dalam hal pendaftaran tanah menjadikan 
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masyarakat ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan 
PRONA. Selain itu, pada kondisi saat ini pihak petugas 
BPN lebih aktif menjemput bola dengan mendatangi 
langsung masyarakat sehingga masyarakat tidak perlu 
repot-repot ke kantor BPN untuk sekadar bertanya 
berkaitan dengan pendaftaran hak atas tanah maupun 
untuk mendaftarkan tanah mereka. 
  
PENUTUP 
Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang 
telah diuraikan, maka dapat diperoleh simpulan sebagai 
berikut: 
Pengetahuan hukum masyarakat Kecamatan 
Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto terhadap 
pendaftaran hak atas tanah melalui PRONA, untuk 
masyarakat peserta PRONA tergolong cukup dan untuk 
masyarakat bukan peserta PRONA juga tergolong cukup. 
Pemahaman hukum masyarakat Kecamatan 
Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto terhadap 
pendaftaran hak atas tanah melalui PRONA, untuk 
masyarakat peserta PRONA tergolong tinggi dan untuk 
masyarakat bukan peserta PRONA tergolong cukup. 
Sikap hukum masyarakat Kecamatan Dawarblandong, 
Kabupaten Mojokerto terhadap pendaftaran hak atas 
tanah melalui PRONA, untuk masyarakat peserta 
PRONA tergolong tinggi dan untuk masyarakat bukan 
peserta PRONA tergolong cukup. Pola perilaku hukum 
masyarakat Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten 
Mojokerto terhadap pendaftaran hak atas tanah melalui 
PRONA, untuk masyarakat peserta PRONA tergolong 
cukup dan untuk masyarakat bukan peserta PRONA juga 
tergolong cukup. 
Kendala yang dihadapi Badan Pertanahan Nasional 
(BPN) Kabupaten Mojokerto dalam pelaksanaan PRONA 
tahun 2010 di Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten 
Mojokerto adalah sebagai berikut : 1) masalah 
penguasaan tanah, 2) persyaratan yuridis fomal, 3) biaya, 
dan  4) perolehan tanah. 
Upaya Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten 
Mojokerto untuk meningkatkan kesadaran hukum 
masyarakat Kecamatan Dawarblandong terhadap 
pentingnya pendaftaran hak atas tanah adalah dengan 
melakukan penyuluhan kepada masyarakat terkait dengan 
pentingnya pendaftaran hak atas tanah, apa yang 
dimaksud dengan PRONA, persyaratan menjadi peserta 
PRONA, dan petugas BPN aktif menjemput bola dengan 
mendatangi masyarakat secara langsung. 
 
Saran 
Dari hasil temuan yang diperoleh pada saat penelitian, 
maka saran yang dapat diberikan sebagai masukan ialah 
sebagai berikut: (1) Kepada pihak BPN Kabupaten 
Mojokerto agar lebih pro-aktif lagi dalam memberikan 
penyuluhan kepada masyarakat, khususnya masyarakat di 
daerah pinggiran akan pentingnya kepemilikan sertifikat 
tanah terhadap tanah yang dimilikinya. Penyuluhan 
tersebut sebaiknya diadakan secara kontinyu yang tidak 
hanya diadakan pada saat menjelang pelaksanaan PRONA 
seperti yang selama ini terjadi. (2) Kepada pegawai 
Kecamatan yang bertugas di bidang pertanahan 
seharusnya juga berperan aktif dalam membangun 
kesadaran hukum masyarakat terhadap pendaftaran tanah 
dengan ikut memberikan penyuluhan kepada masyarakat 
sehingga masyarakat lebih memahami akan pentingnya 
kepemilikan sertifikat tanah. (3) Bila ada program 
pelayanan murah dan pensertifikatan massal seperti 
PRONA, hendaknya perangkat desa lebih 
memprioritaskan kepada masyarakat yang benar-benar 
tidak mampu atau yang mempunyai kepemilikan tanah 
yang sedikit untuk menjadi peserta PRONA. (4) 
Perangkat desa juga seharusnya membantu mengatasi dan 
meminimalisir hambatan-hambatan yang dialami 
warganya seperti hambatan dalam melengkapi persyaratan 
PRONA sehingga hambatan tersebut tidak menjadi alasan 
bagi masyarakat untuk tidak mengikuti PRONA. (5) 
Kepada masyarakat sebagai subjek dari penyelenggaraan 
PRONA sebaiknya memiliki antusiasme yang lebih 
terhadap PRONA itu sendiri dengan minimal mengikuti 
penyuluhan PRONA yang diadakan pihak terkait sehingga 
lebih sadar akan pentingnya pendaftaran tanah. 
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